ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk
melindungi hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Undang Undang
Dasar NRI Tahun 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang HAM. Namun, realitas di lapangan sering menunjukkan kesenjangan
antara norma hukum dan implementasinya. Salah satu kasus yang mencerminkan
hal tersebut adalah penembakan terhadap pemilik usaha rental mobil di Tangerang
oleh oknum anggota TNI AL yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Hal
ini menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan hak hidup, rasa aman, serta
mekanisme pertanggungjawaban hukum, khususnya dalam konteks peradilan
militer yang kerap dipandang kurang transparan. Kasus ini menjadi sorotan publik
karena memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip non-impunitas dan
perlindungan HAM di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan spesifikasi
penelitian deskriptif analitis yang mana bertujuan untuk menggambarkan secara
sistematis fakta dan peristiwa hukum dalam kasus penembakan bos rental mobil di
Tangerang oleh aparat TNI. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif, yakni pendekatan yang berfokus pada pengkajian terhadap norma dan
kaidah hukum positif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori
hukum, serta doktrin para ahli yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan
pelanggaran hak asasi manusia dan sistem peradilan militer. Tahap penelitian
dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana bahan penelitian diperoleh dari
peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan, dan
dilengkapi dengan wawancara terhadap narasumber terkait. Analisis data dilakukan
secara kualitatif, dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum, praktik
peradilan, serta realitas perlindungan hak asasi manusia dalam kasus penembakan
tersebut.

Tindakan penembakan oleh aparat TNI AL terhadap warga sipil di
Tangerang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang fundamental,
khususnya hak hidup dan rasa aman. Dari sisi hukum pidana, perbuatan tersebut
memenuhi unsur pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340
KUHP. Prinsip equality before the law yang dijamin dalam Undang Undang Dasar
NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang, termasuk anggota militer, wajib
diperlakukan sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada pengecualian ataupun
perlindungan khusus yang berpotensi menimbulkan impunitas. Namun, mekanisme
peradilan militer dinilai belum sepenuhnya mampu menjamin prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan keadilan bagi korban maupun keluarganya. Oleh karena itu,
diperlukan reformasi dalam sistem peradilan militer, penguatan peran lembaga
pengawas seperti Komnas HAM dan LPSK, serta peningkatan pendidikan HAM
bagi aparat, agar penegakan hukum berjalan sesuai prinsip negara hukum dan
menjamin perlindungan hak asasi manusia.
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